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A. Pendahuluan 

Zaman yang terus berkembang pada dasarnya selalu diiringi 
dengan perkernbangan teknologi yang signifikan. Berkembangnya 
teknologi salah satunya rnemberi dampak pada angka· kejahatan 
yang meningkat. Teknologi yang cukup mernadai telah mernudahkan 
untuk rnernperoleh informasi dengan cepat. Hal ini yang kemudian 
menjadi salah satu penyebab tingginya angka kekerasan seksual. 
Kekerasan seksual merupakan masalah yang sering terjadi dalam 

kehidupan rnasyarakat. Pesatnya perkembangan teknologi serta 
inforrnasi menjadi pemicu terjadinya kejahatan yang ada kaitannya 

dengan seksualitas atau biasa dikenal dengan pelecehan seksual 
(sexual harassment) (Prayoga, 2022). Pelecehan seksual sebagai salah 
satu bentuk kekerasan seksual yang saat ini marak terjadi merupakan 

tindakan seksual' rnelalui sentuhan fisik rnaupun non fisik terhadap 
tubuh seseorang. Tindakan ini pada dasarnya memberikan rasa 
tid()k nyaman dan perasaan direndahkan kepada korban. Se!ain itu, 
pelecehan yang dialami setelahnya akan berdampak pada kesehatan 
maupun keselamatan korban. 

Pacta dasarnya, korban pelecehan seksual tidak terbatas 
pada gender tertentu. Akan tetapi, perempuan merupakan pihak 
yang cenderung menjadi korban pelecehan seksual. Komnas 
Perempuan pacta tahun 2022 mencantumkan dinamika pengaduan 
yang terkumpul sebanyak 338.496 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu 
empat ratus sembilan puluh enam) kasus. Disebutkan bahwa angka 

ini mengalami peningkatan sebanyak 50% dibandingkan dengan 
tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki 
stigma 'Se bagai pihak yang lemah dan rentan dalam masyarakat, 
sehingga angka kekerasan berbasis gender terhadap perempuan 
mengalami peningkatan tiap tahun. Oleh karenanya, perempuan akan 
lebih merasa terancam dan tidak a man dibandingkan dengan laki-Iaki. 

W orld Health Organization (WHO) dalam penelitiannya 
mengenai prevalensi kekerasan terhadap perempuan secara global 
dan regional, menyatakan bahwa kekerasan fisik dan seksual terhadap 
perempuan telah mencapai tingkat epidemik, dan mempengaruhi 
Iebih dari sepertiga. perempuan secara global (Hairi, 2015) . Angka 
kekerasan terhadap perempuan, terlebih dalam hal kekerasan 

Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia 
dalam Berbagai lsu dan Realitas 



seksual memiliki akumulasi yang tinggi. Hal ini membuktikan bahwa 
perlindungan hukum dalam kasus kekerasan seksual pada perempuan 
masih lemah. Menurut WHO, kekerasan seksual merupakan 
semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh 
tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas 
seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status 
hubungannya dengan korban (WHO, 2017). Kekerasan seksual dalam 
hal ini tidak hanya mencakup pada kontak fisik. Sebagaimana yang 
disebutkan bahwa perkembangan teknologi memungkin seseorang 

untuk melakukan modus kejahatan baru. Dikaitkan dengan kekerasan 
seksual, saat ini pelecehan seksual non fisik sering terjadi melalui 

penyebaran video a tau foto, komentar tidak senonoh, dan sebagainya. 

Salah satu bentuk pelecehan seksual non fisik yang telah 
beberapa kali terjadi saat ini adalah fetislz terhadap objek tertentu 
pada perempuan. Fetish merupakan obsesi seksual yang terjadi ketika 

seseorang mengalami respon seksua! yang intens terhadap objek 
yang bukan manusia, atau bagian tubuh non-genital, seperti dengan 
melihat orang lain mengenakan pakaian atau aksesoris tertentu, atau 
bahkan dapat merujuk pada benda mati (Kafka dalam Lehmiller ]., 
2014). Dalam hal ini, seseorang mengalami respon seksual yang intens 

terhadap benda mati a tau pada bagian tubuh manusia yang secara 
umum dianggap tidak menarik secara seksual. Pelaku biasanya 
berusaha memenuhi hasrat seksualnya tanpa diketahui oleh korban. 
Oleh karena itu, sulit untuk menyadari motif dari pelaku sehingga 
menimbulkan rasa tidak aman bagi perempuan. 

Pemuasan hasrat seksual oleh pelaku fetish biasanya 

dilakukan dengan meminta video a tau kepada korban dengan alasan 
kepentingan tertentu. Hal ini yang menyebabkan korban sulit untuk 
menyadari bahwa hal tersebut dilakukan untuk pemenuhan hasrat 
seksual. Setelahnya, pelaku biasanya mengunggah secara publik 
media yang telah diterima dalam akun media sosial khusus yang 
berisikan video korban dengan konten yang serupa. Dikarenakan 
media diunggah secara publik, maka konten tersebut dapat dilihat 
oleh semua orang. Oleh karenanya, identitas korban dapat dikenali 
dan memungkinkan bagi orang-orang untuk memberikan komentar 
tidak senonoh. Identitas korban yang bisa saja dikenatr oleh orang­

orang yang menyaksikan konten tentu memberikan rasa cemas dan 
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tidak aman kepad~ korban, sebab media yang menjadikan korban 
sebagai objektifikasi seksual bisa saja menjadi pemicu pelecehan atau 
kekerasan secara langsung. 

Berdasarkan hal tersebut, perempuan sebagai bagian 
d ari masyarakat patut diberikan jaminan hak salah satunya atas 
perlindungan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa perempuan 
memiliki risiko lebih besar dalam mengalami kekerasan seksual. Olch 
karenanya, dapat ditarik permasalahan hukum yang akan dibahas 
dalam penulisan artikel ini, yakni apakah bentuk perlindungan 
hukum terhadap perempuan sebagai korban JetisiJ sebagai pelecehan 
non fisik? 

B. Pembahasan 

1. Tindak Pid~ma Kekerasan Seksual dan Fetish sebagai Pelecehan 
Seksual Non Fisik. 

Dalam Deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan 
terhadap perempuan (Declaration on the Elimination of Violence 
against Women), kekerasan seksual termasuk bagian dari 

tindakan kekerasan terhadap perempuan. Pada Artikel 1 
menyebutkan bahwa "Kekerasan terhadap perempuan berarti 
setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, 
atau berkemungkinan mengakibatkan penderitaan fisik, seksual 

atau psikologis atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk 
ancaman dari tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan 
kebebasan, baik yang terjadi dalam publik atau privat". Hal 
ini berarti bahwa kekerasan tidak terbatas pada tindakan fisik. 
Se'gala tindakan yang bersifat mengancam rasa aman ataupun 

keselamatan bagi perempuan dianggap sebagai kekerasan seksual. 
Oleh karenanya, kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada 

tindak pemerkosaan. Da_lam Statuta Roma Pengadilan Pidana . 
Internasional Artikel 7 ayat · (1) huruf g menyebutkan bahwa 
"Pemerkosaan, perbudakan seksual, prostitus i paksa, pemaksaan 
kehamilan, sterilisasi paksa, atau tindakan lain kekerasan seksual 

yang sebanding dengan kekerasan tersebut, merupakan kejahatan 
terhadap kemanusiaan . .• 
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Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor .12 Tahun 2022 

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa 
"Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan 

yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam 
U ndang-U ndang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan 

dalam Undang-Undang ini". 

Kemudian, dalam Pasal 4 ayat (1) menguraikan bahwa 
"Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas: a. pelecehan 
seksual non fisik; b. pelecehan seksual fisik; c. pernaksaan 

kontrasepsi; d. pemaksaan sterilisasi; e. pemaksaan perkawinan; f. 

penyiksaan seksual; g. eksploitasi seksual; h. perbudakan seksual; 

dan i. kekerasan seksual berbasis elektronik". Sementara itu, Pasal 

4 ayat (2) menambahkan bahwa "Selain Tini:lak ·Pidana Kekerasan 

Seksual sebagaimana dimaksud pacta ayat (1), Tindak Pidana 
Kekerasan Seksual juga melipu~i: a. perkosaan; b. perbuatan 

cabul; c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap 
Anak, dan/ a tau eksploitasi seksual terhadap Anak; d. perbuatan 

melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak 
Karban; e. pornografi yang meliba:tkan Anak atau pornografi 
yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; 

f. pemaksaan pelacuran; g. tindak pidana perdagangan orang 

yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; h. kekerasan seksual 

dalam lingkup rumah tangga; i. tindak pidana pencucian uang 
yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan 

Seksual; dan j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas 
sebagai Tindak Pidana Kekerasan Se.ksual sebagaimana diatur 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan". 

Pacta dasarnya, masyarakat cenderung menganggap 

bahwa kekerasan seksual baru terjadi jika terdapat kontak 

fisik yang dilakukan terhadap korban dan ada jejak tindakan 
dalam tubuh korban tersebut. Hal ini yang menjadikan angka 

kekerasan seksual semakin tinggi, sebab pelaku merasa akan 

mudah untuk terhindar dari hukum sebab tidak terdapat bukti 
yang jelas dari tindakannya a tau pun dalam hal tindakan non 
fisik, akan mudah diberikan dalih bahwa tinda'kannya tidak 

memiliki intensi pelecehan. Sementara itu, bagi korban merasa 
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sulit untuk mel~porkan kekerasan seksual yang dialami karena 
merasa tidak ada tindak lanjut dari laporannya ataupun n1erasa 
takut untuk berbalik disalahkan dalam pelaporannya. Demikian 
aturan maupun penanganan terhadap tindak pidan~ kekerasan 
seksual saat ini masih cukup lemah. Hal ini men_gimplikasikan 
angka kekerasan seksual yang meningkat tiap tahunnya dan 

diiringi dengan berbagai motif baru dalam melakukan tindakan 
kekerasan seksual. Salah satu tindakan yang telah terjadi beberapa 
kali adalah fetish terhadap objek dan bagian tubuh tertentu yang 
secara umum tidak menarik secara seksual. Dikarenakan fetish 
merupakan ketertarikan terhadap hal yang tidak biasa, maka sulit 
bagi korban untuk menyadari tindakan pelaku. Hal ini disebabkan 

sulit untuk menerapkan tindakan preventif oleh korban karena 
pelaku b~asanya meminta video a tau foto dengan alasan memiliki 
kepentingan · terten tu. 

Berdasarkan hal tersebut, tindak pelecehan seksual non 
' fisik sepertifetish merupakan hal yang perlu mendapat perhatian 

lebih dari pemerintah untuk segera menangani dan menyelesaikan 
sehingga kasus-kasus seperti ini tidak terulang. Pelecehan seksual 
baik yang bersifat fisik maupun non-fisik pada dasarnya berakibat 
fatal pada kondisi mental seseorang sebab dapat memberikan 

trauma, depresi yang berkepanjangan, disosiatif (menarik diri 
dari lingkungan), serangan panik, hingga keinginan untuk 
mengakhiri hidup. Apabila tekanan-tekanan atau trauma psikis 
yang dialami korban tidak segera ditangani dengan baik, maka 

dapat berimplikasi pada kesehatan fisik korban. 

2. Pe~gertian Fetish 

Pada dasarnya fetisisme merupakan rasa tertarik 
seseorang dari nilai yang melekat atau kekuatan suatu benda. 
Fetish didefinisikan sebagai suatu obsesi seksual yang terjadi 
ketika seseorang mengalami respon seksual yang intens terhadap 
objek yang bukan manusia atau bagian tubuh non-genital, seperti 
dengan melihat orang lain mengenakan pakaian atau aksesoris 
tertentu atau bahkan merujuk pada benda mati (Kafka dalam 
Lehmiller J., 2014). Kata "fetish" juga dapat menggambarkan 
benda mati yank digunakan oleh pelaku untuk membangkitkan 
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nafsu atau hasrat seksual dengan merujuk pada. bagian tubuh, 
objek, situasi maupun suatu aktivitas (Ventriglio, Bhat, Torales 

& Bhugra, 2021). Para pelaku yang memiliki ciri-ciri tersebut 
digolongkan sebagai gangguan fetish yang mana memiliki fantasi 
seksual maupun dorongan seksual yang menyebabkan gangguan 
emosional bersifat negatif pada kaum wanita baik yang dijumpai 
secara langsung, dilihat pada media sosial, dan sebagainya. 

Gangguan Fetish tergolong dalam kelompok paraphilia 
disorder yang mana paraphilia berasal dari kata 'para' yang artinya 
penyimpangan dan 'philia' yang berarti cinta atau ketertarikan. 
Maka dari itu, paraphilia merupakan bentuk penyimpangan objek 
dalam ketertarikan seksual. Fetish sebagai jenis dari paraphilia 
dapat dimaknai sebagai gangguan yang dialami seseorang melalui 
rangsangan seksual dan imajinasi, ataupuri fantasi seksual yang 

dibuatnya dengan melihat benda-benda non-seksual. Seseorang 
yang memiliki perilaku fe tish cen$ierung tertarik terhadap objek­
objek non-seksual yang sulit dikendalikan (Ester Liana wah, 2020). 

Objek yang dijadikan fetish dapat digunakan dalam memenuhi 
hasrat dan kepuasan seksual tanpa pasangan dengan cara 
menyentuh, melihat, ataupun mencium objek tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut, perilaku fe tish merupakan 
suatu sikap yang menyimpang dalam pemenuhan kebutuhan 
seksual individu. Perilaku fetish dapat didasari pula pada faktor 

biologis, budaya, dan sistem sosial yang kemudian membawa 
pengaruh dalam seksualitas seseorang hingga pada akhirnya 
terbentuk perilaku fetish itu sendiri. Perilaku ini cenderung 
bersifat tersembunyi sehingga para, korban akan sulit a tau 
lambat menyadari tindakan tersebut. Pelaku fetish biasanya 
membutuhkan benda nyata, akan tetapi sebagian lainnya bisa 

mencapai hasratnya hanya dengan melihat gambar objek y~ng 
tersebar dalam media sosial. Individu dengan kondisi fetish, 
umumnya akan melihat, memegang, menggosok, atau mencium 
objek fetish untuk pemenuhan has rat seksualnya. 

3. Pelecehan Seksual Non Fisik Fetish di Indonesia 

Sebagaimana yang disebutkan bahwa perkembangan 
teknologi ikut menciptakan tindak kejahatan dengan modus baru. 
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Dalam hal ini,·pelecehan seksual non fisik sedang marak.terjadi 
yang salah satunya dilakukan melalui fetish. Adapun, pelaku 
umumnya menghubungi korban untuk memenuhi keinginannya 
dengan alasan kepentingan tertentu. Oleh karenanya, sulit bagi 

korban untuk menyadari fetish dari pelaku. Adapun, beberapa 
kasus yang pernah terjadi sebagai berikut: 

Kasus Fetish Mukena di Malang, 2021. Pelaku pada kasus 
ini adalah Dimas Alvian yang meru pakan mahasiswa yang 
juga bekerja sebagai fotografer. Berdasarkan penyelidikan 
oleh kepolisian, terdapat sekitar 10 (sepuluh) korban meliputi 

mahasiswa, model, dan ibu rumah tangga. Para korban 
yang termanipulasi oleh tipu daya pelaku dengan modus 
endorsement foto katalog online shop. Pelaku menyamar sebagai 
pen~m puan bernama Riya dan hal ini memang sudah dicurigai 

oleh salah satu model karena selama proses pemotretan Riya 
tidak pernah hadir dan hanya ada Dimas selaku fotografer. 
Selang beberapa bulan, seorang model menemukan sebuah 
akun bernama @pecinta_mukena yang memposting foto 
model-model yang sedang memakai mukenanya disertai 
dengan nama lengkap model hingga akun Twitter masing­

masing. Setelahnya, diketahui bahwa Riya adalah Dimas 
yang bekerja sebagai fotografer katalog mukena para model 

tersebut. Dimas mengakui bahwa foto tersebut sebagai 
konsumsi pribadi, tidak untuk dijual dimanapun. Para korban 
akhirnya melaporkan dugaan kasus penipuan dan pelecehan 

seksual pada pihak kepolisian dengan didampingi oleh salah 

, satu lembaga perempuan. 

Berdasarkan kasus di atas, dapat memberikan 
dampak pada korban dalam kehidupan sosialnya, seperti 
mengalami kegelisahan, ketakutan, tidak percaya diri dalam 
bersosialisasi, dan kerugian-kerugian lainnya. Oleh karena itu, 

dibutuhkan instrumen hukum dalam melindungi masyarakat 
utamanya perempuan dari rasa takut. Mukena sebagai 
pakaian suci bagi umat Islam digunakan oleh pelaku untuk 
melakukan perbuatan yang tercela dan sangat melanggar 
moralitas n~ligius. Dengan adanya berbagai perilaku yang 

menyimpang maka demoralisasi masyarakat pun rneningkat 
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dikarenakan melalui pelecehan seksual fetish, seseorang 
melakukan perbuatan untuk mendapatkan kepuasan seksual 
yang mengakibatkan orang lain terintimidasi, merasa terhina, 

dan direndahkan. Pelecehan seksual yang dilakukan oleh 

pelaku fetish telah memberikan rasa tidak aman dan korban 

yang merasa direndahkan harkat dan martabatnya. 

Kasus Fetish Deodorant, 2019. Pada 30 November 2019, akun 
Twitter dengan username @MirunOOngie mengunggah utas 

yang menjelaskan bahwa dia dihubungi melalui Instagram 

oleh akun dengan nama @sisilia_donita41 yang mengaku 

sebagai mahasiswa UI dari prodi kecantikan. Disebutkan 

bahwa akun @sisilia_donita41 telah menghubungi secara 
berkala sejak Maret 2019. Akun @sisilia_donita41 tersebut 

menanyakan perihal deodoran deng:m tujuan penulisan 

skripsinya. Setelahnya percakapan menjurus kepada hal 

tidak senonoh dan perminta~ foto ketiak dan video tutorial 

pemakaian deodoran. Karena menyadari permintaan yang 
tidak biasa tersebut, maka @MinmOOngie menolak untuk 
melakukan. Dalam hal ini, disebutkan bahwa telah terdapat 

korban sebelumnya sebab akun @sisilia_donita41 sempat 

mengirimkan sebuah video seorang perempuan yang 

menggunakan deodoran. Setelah melakukan konfrontasi 

terkait fetish, pelaku kemudian melakukan pemblokiran yang 

mana memperkuat tindakanfetish tersebut. 

Berdasarkan kasus di atas, tindakan pelaku yang 

menghubungi berbagai orang dan menyebarkan video 
korban akan memberikan rasa tid;:tk cemas dan aman ketika 

korban menyadari motif asli pelaku. Dalam hal ini, pelaku 
merasa hasrat seksualnya dipenuhi dengan menonton video 

perempuan yang menggunakan deodorant ataupun melihat 
foto ketiak kor ban. Ada pun, pelaku yang mengh u bungi kor ban 

dengan alasan memiliki kepentingan terkait skripsinya akan 
mudah dipercayai oleh korban. Hal ini dikarenakan korban 

berpikir bahwa permintaan pelaku hanya sebatas tutorial 
menggunakan deodoran sehingga akan dianggap harmless 

jika tidak rnengetahui motif aslinya. Dernikian, ketika korban 

telah menyadari bahwa pelaku menggunakan videonya 
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untuk memenuhi has rat seksual, tentu akan memberikan rasa 
cemas dan tidak aman kepada korban sebab identitasnya 'telah 

diketahui oleh pelaku. Pelaku yang telah mengenali identitas .. 
korban bisa saja bertindak jauh yang mengancam korban. 

Kasus Fetish Asi, 2023. Pelaku bernama Bayu masuk dalam 
komunitas ibu-ibu menyusui. Setelahnya, Bayu banyak 
menanyakan berbagai hal yang terkait dengan ASI dan 
menyusui, seperti cara memperbanyak ASI, cara pumping, dan 
lainnya dengan alasan bahwa istrinya mengalami masalah 
sehingga tidak bisa menyusui bayinya. Kemudian, salah 
seorang berinisial RA merasa iba dan bersedia mendonorkan 
ASI-nya. Namun, semakin lama pelaku terus mendesak 
sehingga membuat RA merasa tidak nyaman dan mulai 
curiga ba,hwa pelaku adalah laki-laki dengan fetish ASI. Dari 
sini pelaku mengaku bahwa dirinya penasaran dengan rasa 
ASI dan bahkan melakukan pelecehan verbal kepada RA 
dengan meminta untuk disusui secara langsung. 

Menurut Mark 

Psikologi Nottingham 
penjelasan bahwa fetish 

Griffiths, Profesor Departemen 
Trent University, memberikan 

ASI atau dikenal dengan istilah 
Lactophilia m erupakan kondisi dimana seseorang mendapat 
kenikmatan seksual ketika melihat wanita meny usui atau 
menghisapnya sendiri. Perbuatan fetish yang dilakukan oleh 
Bayu adalah gangguan seksual yang memiliki obsesi atau 

respon seksual yang cukup intens terhadap ASI yang mana 
ini merupakan tindakan yang tidak umum dan tercela. 
?elaku bahkan melakukan segala cara untuk mendapat 
·pemenuhan hasratnya yaitu bergabung dalam komunitas ibu­
ibu menyusui bahkan mendesak korban untuk menyusuinya 

secara langsung. Hal ini sebagai bentuk pelecehan seksual, 
sehingga diperlukan peran lembaga yaitu Asosiasi Ibu 
Menyusui Indonesia (AIMI). Dengan terjadinya kasus fetish 
ASI ini, AIMI memperingatkan untuk para ibu-ibu menyusui 
Iebih berhati-hati dalam mendonorkan ASI-nya. Indonesia 
sendiri belum memiliki bank ASI sehingga prosedur donor 

masih bany~k dilakukan perorangan atau antar ibu tanpa 
proses skrining yang ketat. Oleh karena itu, peran pemerintah 
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untuk segera menetapkan ketentuan hukum dan rnengambil 
tindakan yang tegas dan nyata agar kasus-kasus seperti ini 
tidak terjadi lagi di kernudian hari. 

Berdasarkan uraian ketiga kasus di atas, sernuanya 

memiliki cara yang sama dalam menghubungi pelaku, yakni 
mengirimkan pesan melalui media sosial. Selain itu, pelaku 
dalarn ketiga kasus sarna-sama rnemaparkan bahwa pelaku 
rnerniliki kepentingan terkait dengan perrnintaannya tersebut. 
Pacta dasarnya, para pelaku dalarn ketiga kasus di atas 
rnenghubungi korban untuk memenuhi hasrat seksualnya 

yang mana hal ini tidak diketahui oleh korban. 

4. Perlindungan Hukurn terhadap Perempuan sebagai Korban 
Fetish 

Angka kasus pelecehan dan kekerasan seksual 
terhadap perempuan yang terus rneningkat telah menimbulkan 

kekhawatiran bagi masyarakat, sebab mengganggu keseimbangan 
hukum serta nilai dan moral masyarakat. Namun, pemahaman 
masyarakat umum mengenai fetish sendiri belum begitu 
komprehensif dikarenakan mmrmnya informasi sehingga 
pemahaman masyarakat juga terbatas. Kurangnya pengetahuan 
masyarakat terhadap fetish tersebut yang kemudian menjadi celah 

bagi pelaku dalam mencari korban. Sehingga peran pemerintah 
menjadi penting dalam memberikan informasi yang memadai 
guna mencegah dan merninimalisir kasus-kasus dengan pola 
pelecehan seksual fetish. 

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief1 S.H. menyebutkan bahwa 
yang dimaksud dengan perlindungan korban tindak pidana dapat 

dipandang menjadi dua arti, yaitu 1. Dapat dipandang sebagai 
suatu perlindungan hukum agar tidak menjadi korban tindak 
pidana, yang berarti bahwa menjamin adanya perlindungan hak 

asasi man usia a tau kepentingan hukum terhadap seseorang; dan 2. 
Dapat diartikan sebagai suatu perlindungan yang bertujuan untuk 
memperoleh jaminan hukum atas penderitaan ataupun kerugian 
orang yang telah menjadi korban tindak pidana, dapat dikatakan 
juga sebagai penyantunan terhadap korban. Adapun beberapa 
macam santunan yang bisa diberikan yakni berupa p engembalian 
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nama baik atau ~ehabilitasi, pengembalian keseimbangan batin 

seperti halnya pemaafan, serta pemberian ganti kerugian yang 

dapat berupa restitusi, kompensasi, dan jaminan atau santunan ~ 

kesejahteraan sosial (Nawawi dalam (Sari, 2022). 

5. Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Perempuan sebagai 
Korban Pelecehan Seksual Non Fisik Fetish 

Pada dasarnya, fetish merupakan salah satu bentuk 

penyimpangan terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Sila 
pertama Pancasila menegaskan bahwa "Ketuhanan Yang Maha 
Esa" yang mana mengandung nilai bahwa dengan adanya 

kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang maha esa maka 
diharapkan agar sesama manusia untuk sating menghargai dan 
membina kerukunan dalam h idup bersama. Perilaku fetish yang 
melanggai· norma kesusilaan perlu diku atkan dengan penetapan 
ketentuan tindak pidana sehingga dapat melindungi kepentingan 
orang yang dirugikan. Kemudian, pada sila kedua yang be rbunyi 

"Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", artinya setiap manusia 
harus memperlakukan sesamanya dengan hormat sesuai harkat 

dan martabat, dengan tidak merendahkan harga diri seseorang 
melalui tindakan pelecehan seksual. 

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyebutkan 

bahwa "Indonesia adalah negara hukum" dan pada Pasal 28G 
ayat (1) menegaskan pula bahwa "Setiap orang berhak atas 
perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan 
harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa 

aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat 

atau"·tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Makna 
yang terkandung dalam kedua pasal tersebut saling terkait bahwa 
negara Indonesia dikenal sebagai negara hukum yang melindungi 
seluruh warga negaranya baik perlindungan dalam aspek diri 
pribadi, harta benda, hingga · pada kehormatan harkat dan 
martabat. Perlindungan hukum yang dijalankan bertujuan untuk 

memberikan jaminan pengamanan dan kepedulian terhadap 
kepentingan korban yang sudah dirugikan akibat adanya 
penyimpangan pelecehan seksual. 
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6. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Korban · 

R. La Porta dalam Journal of Finmzcial Economics, 

menyebutkan bahwa bentuk dan sarana perlindungan hukum 
yang diberikan oleh negara terdiri dari 2 (dua) sifat, yaitu 
bersifat pencegahan (prohibited) yaitu membuat peraturan dan 
bersifat hukuman (sanction) yaitu melalui penegakan peraturan. 
Berdasarkan penjelasan tersebut, bentuk perlindungan hukum 
yang bersifat pencegahan dapat dilaksanakan oleh negara 

melalui Oinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan 
Anak dengan memberikan pengawasan, pendampingan, dan 
pemulihan atas kasus-kasus pelecehan fetish yang terjadi pada 
tingkat Kepolisian maupun pengadilan nantinya. Sedangkan 
dari upaya perlindungan hukum yang bersifat represif, dapat 
juga dilakukan oleh Dinas Perlindungan· dan Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak dengan membantu korban-korban untuk 
melanjutkan Iaporan ke pihak , Kepolisian serta membantu 
pemulihan atas trauma tindakan pelecehan dan kekerasan seksual 

yang dialami korban. Bentuk dan segala upaya yang diberikan 
oleh Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan 

Anak harus terorganisir dengan balk dalam membuat regulasi 
pendampingan korban pelecehan dan kekerasan seksual baik 
di tingkat daerah, kota, maupun provinsi agar penanganannya 
tidak tumpang tindih. Selain itu, korban juga bisa mendapatkan 

kepastian hukum yang jelas untuk merasa terlindungi dan aman. 

Kemudian, pengaturan hukum mengenai pelecehan 
seksual non fisik fetish tidak hanya terbatas pada pemidanaan 
bagi pelaku saja, namun harus mencakup pula pemulihan dan 
pemenuhan hak korban. Terdapat beberapa bentuk dan upaya 

perlindungan hukum terhadap korban, yaitu: 

Penjelasan yang tertuang dalam Pasall Peraturan Pemerintah 
Nomor 35 Tahun 2020 Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 
Tahun 2018, memberikan definisi mengenai kompensasi yaitu 
suatu kerugian yang diberikan kepada negara karena pelaku 

tidak sanggup untuk mengganti kerugian secara penuh 

yang seharusnya menjadi bagian tanggung ja.wabnya dan 
dijelaskan pula mengenai restitusi yaitu ganti kerugian oleh 
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pelaku atau pihak ketiga yang diberikan kepada korban atau 
pihak keluarganya. 
Pemberian konseling guna mencegah pengaruh negatif pada .. 
psikis korban akibat pelecehan seksual fetish yang· dialaminya. 

Konseling ini dilakukan agar dapat menyemouhkan trauma 

korban yang bersifat berkepanjangan sehingga korban dapat 
menjalani aktivitas dengan baik tanpa adanya tekanan 
ataupun rasa trauma. 
Menyediakan dan memfasilitasi pelayanan bantuan medis 
guna meliputi pemeriksaan jasmani korban dan laporan 

kesehatan tercatat korban apabila dibutuhkan dalam 
menuntut pelaku atas tindakan pelecehan seksual yang 

dilakukannya. Dengan adanya keterangan medis ini maka 
dapat IJ1empermudah proses penuntutan karena telah 
memiliki bukti yang cukup kuat untuk diproses Iebih Ianjut 

oleh pihak kepolisian. 

Pada dasarnya, korban pelecehan seksual atas perilaku 
fetish memiliki hak atas penanganan dan hak memperoleh 
pemulihan yang bertujuan untuk mengobati trauma fisik 
mimpun psikis dengan tahapan yang berkelanjutan sampai 
pada penyembuhan korban secara menyeluruh. Maka dari itu, 
dibutuhkan pelaksanaan upaya perlindungan oleh negara yang 
berkewajiban memenuhi hak korban dengan menyesuaikan pada 
kondisi kebutuhan tiap korban. 

7. Pengaturan Hukum mengenai Fetish dalam Peraturan 

Perundang-Undangan 

Pada dasarnya, KUHP tidak mencakup tindak pidana 
kekerasan seksual secara menyeluruh. Dalam hal ini, KUHP tidak 
mencakup aturan mengenai pelecehan seksual non fisik. Selain 

itu, tidak terdapat jaminan kesejahteraan bagi korban dari tindak 
pidana kekerasan yang terjadi. Maka dari itu, eksistensi UU TPKS 
memberikan perlindungan sekaligus jaminan kesejahteraan 
bagi korban kekerasan seksual. Adapun, perlindungan hukum 
terhadap perempuan sebagai korban fetish sebagai pelecehan non 
fisik tercantum p~da pasal-pasal berikut: 
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Pasal 5 "Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual 
secara non-fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan 
seksual, danjatau organ reproduksi dengan maksud 

merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan 

seksualitas danjatau kesusilaannya, dipidana karena 
pelecehan seksual non-fisik, dengan pidana penjara paling 

lama 9 (sembilan) bulan danjatau pidana denda paling 
banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)". 

Pada dasarnya, fetish yang merupakan pemenuhan hasrat 

seksual dengan memandangi objek atau bagian tubuh tertentu 

pada seseorang merupakan tindak pelecehan non fisik. Hal ini 

dikarenakan pelaku melakukan objektifikasi seksual kepada 

korban tanpa persetujuannya. Demikian hal ini merupakan 

aktivitas yang tidak patutdan merendahkan a tau mempermalukan 

seseorang. 

Pasal15 ayat (1) huruf e "Pidana sebagainuma dimaksud 
dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 
14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika dilakukan lebih dari 

1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) 

orang". 

Pelaku fetish biasanya menghubungi berbagai orang 

untuk melakukan keinginannya yang kemudian diunggah dalam 

satu akun khusus berisikan konten serupa. 

Pasal 17 ayat (1) "Selain dijatuhi pi dana, pelaku Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual dapat dikenakan tindakan 
berupa Rehabilitasi". 

Sebagaimana yang disebutkan bahwa fetish merupakan 

kelainan dengan ketertarikan terhadap objek tertentu atau hal 

yang tidak biasa, maka pelaku perlu dikenakan tindakan ber~pa 

rehabilitasi untuk mencegah pengulangan tindakan setelah 

menyelesaikan hukuman pidananya. 

Selain itu, dikarenakan tindakan fetish juga biasanya 

memanfaatkan media berupa video atau foto dan media sosial, 

maka fetish sebagai pelecehan seksual non fisils dapat pula 
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dikenakan Und~ng-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut: 

Pasal 27 ayat (3) "Setiap Orang dengan sengaja dan r 

tanpa hak mendistribusikan danjatau mentransmisikan 
dan/atau membuat dapat diaksesnya lnformasi Elektronik 
dan/a tau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang 
melanggar kcsusilaan". 

Pengunggahan berbagai video dengan konten serupa 
dalam satu akun yang sa rna telah be rtentangan dengan kesusilaan. 
Hal ini dikarenakan tujuan pengunggahan atau pengoleksian 
video a tau foto dilakukan untuk memenuhi hasrat seksual pelaku 

yang tidak biasa dan tanpa persetujuan korban yang be rada dalam 
media bersangkutan. 

C. Kesimpulan 

Pada dasarnya, perlindungan hukum merupakan upaya 
yang patut diberikan oleh negara terhadap seluruh warga negaranya, 

mencakup perlindungan diri pribadi, kehormatan harkat dan marta bat 
sebagaimana ditegaskan dalam UUD NRI 1945 dan Pancasila. Dalam 
hal ini, perempuan sebagai kelompok rentan dan pihak yang memiliki 
fear of crime lebih besar berhak atas jaminan keselamatan dan rasa aman 

terhadap diri sendiri. Oleh karenanya, perlindungan hukum diberikan 
kepada korban akibat kerugian dari tindakan pelecehan seksual yang 

dideritanya. Ada pun, pelecehan seksual non fisik tidak dicakup dalam 
KUHP. Eksistensi UU TPKS dalam hal ini telah menerapkan dalam 
Pasal 5 yang menyebutkan bahwa "Setiap Orang yang melakukan 
perbuatl!n seksual secara non-fisik yang ditujukan terhadap tubuh, 
keinginan seksual, dan/ a tau organ reproduksi dengan maksud 
merendahkan harkat dan marta bat seseorang berdasarkan seksualitas 

dan/ a tau kesusilaannya, dipi~ana karena pelecehan seksual non­
fisik, dengan pi dana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ a tau 
pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)". 

Meskipun demikian, masih tetap diperlukan aturan lebih spesifik 
terkait pelecehan seksual non fisik, sebab aturan yang bersifat general 
cenderung mudah dibantah ataupun dihindari oleh pelaku . .. 
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Selanjutnya, beberapa bentuk perlindungan hukum 
terhadap korban yaitU memberikan kompensasi dan restitusi 
sesuai Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 bahwa negara yang 
akan menanggung kerugian dikarenakan kondisi pelaku yang tidak 

memungkinkan untuk membayar ganti rugi secara penuh ataupun 
dapat dilakukan oleh pelaku atau pihak ketiga yang diberikan kepada 
korban atau pihak keluarganya. Kemudian, terdapat pemberian 
konseling sebagai bentuk perlindungan yang bersifat pencegahan ke 
arah psikis korban dan menyembuhkan trauma ataupun luka yang 
berkelanjutan hingga pada akhirnya korban bisa sembuh dan dapat 
menjalani aktivitas seperti semula. 
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Sankst Pelonggaron Hak Ctpta 
UN DANG-UN DANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA 

Ketentuan P1dana 
Pasal 113 
1} Setlap Orang yang dengan tanpa hak me lakukan 

p~langgaran hak ekonom1 sebagaiman<:~ d.maksud 
dalam P~sal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan 
Secara Komers1al dipidana dengan p1clana penJdra 
pahng lama 1 (satu) tahun danf;Hau p1dana denda 
paling banyak RplOO 000 000 (seratus )Uta rup1ah) 

2) Setiap 0Jang yang dengar1 tanpa hilk dan/atau 
tanpa llln Penc1pta atau pemegang Hak C1p ta 
melakukan pelanggaran hak ekonom1 Pencipta 
sebag<:~1mana dJmaksud d<Jiam Pasal 9 ayat (1) 
huruf c, huruf d, huruf f, dan/~tau huru f h unt uk 
Penggunaan See<Jra Komcrsial d1p1dana dPngan 
pidana penJara p<lhng lama 3 ( tiga) tahun d<Jn/atau 
puJana denda paling banyak Rp~OO 000 000,00 
(l11na ratus )Uta rup1ah) 

3} Setla p Orang yang rlengan tanpa hak dan/<Jtau tanpa 
JZIII PC'nCI~t<l .Jtau pemegang Hdk C1pta melakukan 
pelanggilran hak e~onorru Pt>nc•ctd ~ebaeaun~r.a 
rl1maksuli dala•n rasal 9 Jyat ( 1 i h11ruf a, htu ,,r 
b, h,Huf C, dor,/ataU hlHUf g IJIIlUK r•engg'.llrJd " 
~ecard Ko·ner~1 .1l rilpldan,, rJengan pi<iJna PP'1;ar<l 
paling I.Hna 4 (Pmpat) ldhun ddn/Jtau p•ddnJ 
denrlil paling bJnyak Rpl 000 OOU 000,00 (sdtJ 

milia1 rup1ah) 
~) Senap Orang yang memenui1J un~ur sebaga11ndna 

d1maksud pada <lyat (3) yang d1lakukan dal<lrr 
bcntuk pC>mba;akan, d1p1dana dengan p1dona 
pP.I1J<lr<1 p,lling IJma 10 (sepuluh) tahun dan/otau 
p1da na dcndd pal1ng b.Jnyak l<p4 000 000 000,00 
(empat m•llar rup1ah) 
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KATA PENGANTAR 
------------·-··---·,··-"·-·····---···"·-··-~--.. ~--····--··"'''''''"'-----··-··· 

"The seeds of success in every nation on eartlt are be~t 

planted in women and children" 

(Joyce Banda) 

Pembahasan terkait anak dan perempuan merupakan isu hukum 

yang tidak pernah lekang dan selalu menjadi topik kajian yang aktual. 

Perlindungan terhadap hak anak dan perempuan khususnya penyandang 

disabilitas dari berbagai tindak kekerasan, diskriminasi, eksploitasi 

maupun berbagai p~rm.asalahan yang lain menjadi pokok perhatian bagi 

berbagai pihak, termasuk Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum 

Universitas Surabaya. Upaya penanganan untuk memenuhi hak anak dan 

perempuan menjadi focal point dan main concern dari berbagai pihak an tara 

lain pemerintah, akademisi, praktisi hukum maupun pemerhati hukum. 

Bertepatan dengan peringatan hari kesetaraan perempuan, 

Women's EqualiflJ Day, sebagai bagian dari perguruan tinggi, Laboratorium 

Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya, juga memiliki 

Pusat Kajian Perlindungan Anak dan Perempuan yang juga merupakan 

salah satu pihak yang berkomitmen untuk membantu dalam upaya 

perlindungan bagi hak anak dan perempuan. Melalui terbitnya buku 

"Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia: dalam berbagai 

isu dan realitas", merupakan buah pikiran dan kajian bersama para 

akademisi hukum, praktisi hukum maupun mahasiswa hukum. 

Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas 

Surabaya berupaya untuk memberikan pemahaman te rhadap berbagai 

masalah anak dan perempuan yang terjadi di Indonesia. Berbagai kajian 

mulai dari aborsi hasil kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang 

disabilitas mental, penyalahgunaan AI plwtoshop dalam mengedit foto 

wanita, catcalling sebagai bentuk pelecehan seksual terhadap perempuan, 

pemaksaan aborsi sebagai kekerasan seksual, kriminalisasi perempuan 

korban kekerasan seksual dalam sis tem peradilan, ancaman child grooming 

yang tidak te rlihat terhadap anak-anak, de lik hukum terhadap tindakan 
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pencabulan anak di bawah umur dan di tempat umum, maupun kajian 

fetislt sebagai bentuk pelecehan sesual non-fisik. 

Berbagai tulisan yang berperspektif hukum .diharapkan akan 
mampu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat atas pentingnya 

perlindungan hukum bagi anak dan Perempuan di Indonesia. Melalui 
buku ini diharapkan akan semakin meningkatkan 'protection and awareness 

to child and women' di Indonesia sehingga bangsa Indonesia akan menjadi 
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Oleh karenanya dalam prose~ pembuatan dan penerbitan buku ini yang· 
jauh dari kesempurnaan, kiranya dengan segala kerendahan hati, kami 

mohon maaf hila terdapat kesalahan yang ada. Semoga tulisan-tulisan 
dalam buku ini dapat m~jadi secercah harapan untuk membuat 11paya 
pemenuhan perlindungan hukum bagi anak dan perempuan di lpdonesia 
dapat bergerak kearah yang lebih maju. 

Salam, 

Dr. Suhartati, S.H., M.Hum. 

Ketua Laboratorium Hukum Pidana 
Fakultas Hukum Universitas Su rabaya 
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